BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab
sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan dan penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada
dasarnya telah memberikan dasar hukum vyang tegas dalam
penanggulangan kejahatan siber sebagai bentuk hukum pidana khusus
(lex specialis). Namun, ditinjau dari prinsip proporsionalitas, masih
terdapat beberapa ketentuan yang belum sepenuhnya mencerminkan
keseimbangan antara tingkat kesalahan, dampak perbuatan, dan berat
ringannya pidana yang dijatuhkan. Kondisi tersebut berpotensi
menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya sehingga
efektivitas hukum dalam mencapai tujuan pemidanaan belum terlaksana
secara optimal.

2. Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan siber berdasarkan UU ITE
telah menjadi bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia dengan
menempatkan UU ITE sebagai ketentuan khusus yang didahulukan
penerapannya berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali.
Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai
kendala, seperti pembuktian elektronik, keterbatasan kemampuan teknis

aparat penegak hukum, serta karakteristik kejahatan siber yang terus

60



61

berkembang. Selain itu, penerapan sanksi pidana dalam UU ITE perlu
tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan dalam KUHP, seperti
keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan proporsionalitas, agar
tujuan pemidanaan dapat tercapai secara seimbang.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan sebelumnya,
maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi
bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait:

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi
terhadap ketentuan sanksi pidana dalam UU ITE guna memastikan
bahwa ancaman pidana yang diatur benar-benar sesuai dengan prinsip
proporsionalitas. Perumusan sanksi pidana hendaknya
mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan,
serta tujuan pemidanaan, sehingga efektivitas hukum dapat tercapai
tanpa mengabaikan rasa keadilan.

2. Aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penerapan UU ITE
melalui peningkatan kapasitas dalam bidang teknologi informasi dan
pembuktian elektronik serta menerapkan prinsip-prinsip pemidanaan
sebagaimana diatur dalam KUHP dalam setiap proses penegakan
hukum. Dengan demikian, penanganan kejahatan siber tidak hanya
berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mampu mewujudkan

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
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